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ABSTRAK

Jasa telekomunikasi selular merupakan kebutuhamepitbagi masyarakat Indonesia.
Dalam industri jasa telekomunikasi ini tentu patiituti dengan sistem perlindungan
yang memiliki kepastian hukum. Tujuannya untuk malingi jutaan masyarakat
yang menggunakan jasa telekomunikasi selular damnnbellkan tanggung jawab

bagi para pelaku usaha untuk memberikan pelayarsag Yaik kepada para
konsumen. Hal ini telah diatur dalam Undang-Und&lmy 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen. Telkomsel sebagai pelakuaugang memiliki pasar cukup
besar dalam industri jasa telekomunikasi selulerimtionesia. Telkomsel juga

memberikan layanan dan fitur penunjang untuk meikder kenyaman kepada
konsumennya. Namun, terkadang fitur yang ditawarkastru menjebak dan

menimbulkan kerugian konsumen sehingga timbul setagikonsumen. Adapun

permasalahan yang penulis angkat adalah : 1. Bagaikah perlindungan hukum
bagi pemakai layanan operator selular Telkomsekata Padang; 2. Apa saja
kendala yang dihadapi selama penyelesaian sengkesumen melalui BPSK 3.

Bagaimanakah penyelesaikan sengketa konsumen &grttaghnan operator selular
Telkomsel yang merugikan konsumen di kota Padargjar® penelitian penulis

melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelibarsifat deskriptif, data yang

diperoleh adalah data primer dan data sekundet.p&agumpul data yang dipakai
adalah wawancara semi terstruktur dan studi dokurAeslisis data yang dipakai

adalah analisis data kualitatif. Dari penelitiamgegpenulis lakukan dapat di ambil
kesimpulan bahwa: 1. Perlindungan hukum bagi pemakanan operator selular

Telkomsel dijamin dengan adanya layanzail center 116 untuk menyediakan

informasi dan kesediaan Telkomsel menyelesaikagksta konsumen secara patut
2. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukamdedaus ini melaui jalur non

litigasi yakni konsiliasi. BPSK bertugas mempertkamu para pihak yang

bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan ke@adapihak. Baik itu jalannya

perundingan maupun hasil akhir perundingan disenatdepada para pihak, BPSK
hanya menerima hasil akhir dari perundingan kedelahbpihak. 3. Kendala yang
dihadapi dalam penyelesaian sengketa melalui BP8lputi kendala internal yaitu:

Kedudukan BPSK masih belum memiliki kekuatan hukymng kuat berdasarkan
Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 199% $emyaknya peran yang
dibebankan pada BPSK. Dan kendala eksternal yMlayoritas konsumen belum

mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagaukien, masih adanya
hubungan asimetris antara pelaku usaha dengan rkenswang menjadikan

anggapan sebagian besar konsumen, dan mayoritasirken belum sadar dan
memahami penyelesaian sengketa melalui BPSK.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasiatapgsat dalam
beberapa tahun belakang. Tuntutan zaman yang meisgha agar informasi
disampaikan serba cepat, tanpa megenal batas gaakwaktu. Teknologi
diperbaharui setiap saat untuk menciptakan kuahtdap manusia yang lebih
baik. Termasuk di bidang telekomunikasi yang bemperital dalam pertukaran
informasi.

Orang-orang dahulu berkomunikasi jarak jauh menggan surat, dengan
memakan waktu berhari-hari dan ditulis dengan tangatika ingin mengetahui
jawaban surat itu harus menunggu lagi. Kemudiamgmang menggunakan
telepon rumah yang lebih cepat dan murah. Inforrdapiat disampaikan tanpa
memakan waktu dan jarak yang jauh.

Sifat manusia yang semakin mobilitas membuat telepgnah tidak
efektif lagi. Telepon rumah dianggap sulit untulkbala dan hanya berada di
tempat tertentu saja. Terutama bagi kalangan pahgusyang menuntut
pertukaran informasi yang serba cepat. Maka, sa@rang-orang menggunakan
telepon selular yang mudah dibawa dan digunakan.

Telekomunikaskeluler di Indonesianemiliki pengaruh yang besar dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam kelancaran hubungakerjgan, tugas serta



komunikasi lainya. Banyak orang yang menganggap waahbidang
telekomunikasi telah menjadi kebutuhan pokok. Sgdan sekarang banyak
produk berupa barang atau jasa yang ditawarkankyelsaha di bidang
telekomunikasi.

Keinginan pelaku usaha untuk menjadi yang terbaléht meningkatkan
persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankfamg. Maka untuk jangka
waktu tertentu sebenarnya persaingan antar pelakbautersebut tidak selalu
berakibat positif bagi konsumen. Persaingan yarftatsantar pelaku usaha
sesungguhnya tidak salah asalkan dengan diimbamgngkatan kualitas dan
mutu barang dan/ atau jasa serta didukung pelaysgaag jujur, baik serta
pemberian informasi yang benar dari pelaku usalpade konsumen tentu akan
sangat bermanfaat dan menguntungkan konsumen.dejika persaingan usaha
hanya didasarkan pada pencarian keuntungan beklkgeaku usaha dengan
cara yang tidak sehat, maka sudah tentu dapatibatdkiruk bagi konsumen.

Operator telepon selular memberikan layanan dsifités bagi pengguna
ponsel untuk dapat berkomunikasi. Adapun fasiljtasg diberikan tidak hanya
penghubung komunikasi yang hanya difokuskan untrcgkapan saja. Tetapi
fasilitas dari operator ponsel dapat berupa snsesakiternet dan lain sebagainya.

Hal ini membuat para pelaku usaha berlomba-lomiiakumendapatkan
konsumen sebanyak mungkin. Dengan memberikan peaawgang menarik

melalui media cetak maupun elektronik. Promosi dengiemberikan tarif sms,



telepon dan internet yang murah, serta paket-p&ékgnan harian hingga
bulanan.

Pelaku usaha dituntut kembali untuk komitmen dalammbangun
hubungan dengan pelanggan, karena hal ini paraggda bukan hanya setia
melainkan layaknya penggemar berat, sehingga selahuntut adanya inovasi
dan peningkatan fasilitas. Harus diketahui bahwkndi®gi suatu produk
memiliki pengaruh yang besar terhadap loyalitaskaren di samping harga, ciri
dan bentukbarang. Apabila barang yang diperoleh sesuai dergaapan
nantinya konsumen akan menggunakan berulang kah ¢dak akan
meninggalkan produk tersebut. Dengan demikian dagikbtakan bahwa
terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikardgbmanfaat, diantaranya
hubungan antara perusahaan dengan pelanggannyadimsemakin harmonis,
memberikan dasar bagi pembelian ulang dan tergiptenyalitas.

Dalam melindungi kepentingan konsumen dari perbuatan ngungang
dilakukan pelaku usaha, maka pemerintah mengelnddkalang-Undang No. 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengaartupenciptakan sistem
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kapabktikum. Sehingga,
konsumen tidak khawatir terhadap adanya perbuatakyp usah yang berindikasi
kepada pelanggaran konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidék karena
lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produstoses sampai hasil

produksi barang atau jasa dilakukan tanpa cammpgiatakonsumen sedikit pun.



Tujuan hukum perlindungan konsumen secara languadatah meningkatkan
martabat dan kesadaran konsurhen.

PT. Telkomsel selaku salah satu penyedia jasa dayaelekomunikasi
operator selular di Indonesia mempunyai pengaruhat@ap produk yang
disediakanya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan ké&rangan-keterangan
diatas itulah sehingga penulis tertarik melakukanefitian dalam skripsi dengan
judul : * PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI LAYANAN

OPERATOR SELULAR TELKOMSEL CABANG PADANG”

B. Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, ialahgseloerikut:
a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemakai layaperator selular
Telkomsel di kota Padang.
b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesseagketa konsumen
melalui BPSK.
c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen tprhagi@nan operator
selular Telkomsel yang merugikan konsumen di kei@aRg.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini atal
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemakaiian operator selular

Telkomsel di kota Padang.

! Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek HukuniliRdungan Konsumen” dalam buku
Hukum Perlindungan Konsumen, him. 36



2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pesgian sengketa
konsumen melalui BPSK.
3. Untuk mengetahui penyelesaikan sengketa konsumdmad&p layanan
operator selular Telkomsel yang merugikan konsudidwota Padang.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan bagnplis sendiri, namun
juga bagi masyarakat luas serta bagi aparat penbgklim dalam praktik
penegakan hukum. Oleh karena itu, manfaat peneliitiadikempolokan menjadi
2, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan hukum
khususnya dalam bagian hukum perdata dan bermah&aat masyarakat
untuk menambah pengetahuan tentang perlindungamhtdgrhadap produk
operator selular yang merugikan konsumen.
2. Manfaat Praktis
Agar penelitian yang penulis lakukan ini bermanfaaigi aparat
penegak hukum yakni BPSK dan penyedia jasa telekikasi selaku pelaku

usaha serta masyarakat selaku konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah



Metode yang digunakan dalam masalah ini adalah daetaridis
sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui peaelitukum dengan melihat
norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengktia fyang ada

dilapangan sehubungan dengan permasalahan yangiddalam penelitian.

. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penulis gunakan adalah desskriyaitu
penelitian yang menggambarkan bagaimana perlindumgkum terhadap

produk operator selular yang merugikan konsumen.

. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan
Penelitian Kepustakaatilaksanakan dengan memanfaatkan bahan
kepustakaan, baik acuan umum (buku pelajaran) nmapguan khusus
(laporan penelitian, jurnal).
b. Penelitian Lapangan.
Penelitian Lapangamlilaksanakan dengan cara mengamati hukum
sebagaimana terdapat dalam kehidupan masyarakaii-Bah.Untuk

memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan pemsiiti.

. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisddal

a. Data Primer



Data ini diperoleh melalu penelitian lapangaRi€ld research )

yaitu mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengssalah ini.

(PT.Telkomsel, dan BPSK).

. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yaitu data yang mudah diotath didapat

melalui penelitian kepustakaaihiprary research ), meliputi:

1)

2)

3)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang beraiftoritatif
yang diperoleh dengan mempelajari semua peraturaiputi
peraturan perundang-undangan, konvensi, resolusi praturan
terkait lainnya yang, wawancara.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa publiksi tentang hukumgyanokan
merupakan dokumen-dokumen resmi, Meliputi buku-buleks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komekdanenta atas
putusan pengadilan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupunjpktterhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepKdamus

besar bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris,|,JEnmsaklopedia,



Majalah, Data internet, dan bahan elektronik lasmnyang
mendukung.
5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen.
Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinyaulige mempelajari
berbagai literatur yang berkaitan dengan objekakajpenelitian ini.
Tempat-tempat yang dikunjungi adalah: Perpustalaasat Universitas
Andalas di Padang, Perpustakaan Fakultas Hukumrsitag Andalas di
Padang, Perpustakaan Daerah Sumatra Barat di Padang

b. Wawancara
Dilaksanakan dengan cara bertanya jawab dengarg oyang terkait
dengan masalah ini. Metode wawancara yang diguna&dalah
wawancara semi terstruktur yakni di samping menyysertanyaan, juga
akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubu®sggan masalah
penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang diwageaai yaitu pihak
Bapak Mulya Budiman selaku Manager Branch PT. Treb&l Cabang
Padang, dan Bapak Nurmatias selaku Sekretariatadaag Konsumen
BPSK Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data yang penulis gerddei lapangan

akan dilakukan dengan caediting tujuannya adalah untuk memeriksa



data yang telah diperoleh dari responden untuk aneinj apakah data itu

sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai denggatkannya.

. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepkaan dan penelitian
lapangan (data primer dan data sekunder) akaanalisis dengan
menggunakan metode analisa kualitatif yaitu urayamg dilakukan
terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunangka — angka
tetapi dengan uraian-uraian kalimat berdasarkafl thesvancara yang
dilakukan dan dihubungkan pada teori dan peratpeanndang-undangan
yang berlaku serta pendapat para ahli. Kemudiamiklikesimpulan yang

merupakan jawaban dari permasalahan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemakai layanan operatkortesel dimuat dalam
kartu perdana maupun dalam perjanjian berlanganglkomsel yang
mencantumkan layanarall center 116. Dan juga telkomsel menjamin
kesediaan untuk mengikuti upaya penyelesaian seamgkeara patut.

2.Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketalunBPSK meliputi
kendala internal yaitu: Kedudukan BPSK masih belmamiliki kekuatan
hukum yang kuat berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU8N@hun 1999 dan
banyaknya peran yang dibebankan pada BPSK. Keneldternal yaitu:
mayoritas konsumen belum mengetahui dan memahaknidaa kewajiban
sebagai konsumen, masih adanya hubungan asimetasaapelaku usaha
dengan konsumen yang menjadikan anggapan sebaggan konsumen, dan
mayoritas konsumen belum sadar dan memahami peayabe sengketa
melalui BPSK.

3. Proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukd®P8K dalam kasus
Telkomsel ini adalah dengan cara konsiliasi. BP&KuUgas mempertemukan
para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiansgatikan kepada para

pihak. Baik itu jalannya perundingan maupun hadthia perundingan



diserahkan kepada para pihak, BPSK hanya meneriasl lakhir dari
perundingan kedua belah pihak dan membuat keputusan
B. Saran

1. BPSK harus lebih bekerja keras melakukan sosialisengenai hak dan
kewajiban konsumen. Sehingga setiap konsumen pekadap kejadian yang
akan merugikan konsumen dan menimbulkan sengkeisialSasi dapat
dilakukan berupa seminar dan penyebaran brosurdiegamua lapisan
masyarakat. BPSK juga dapat memanfaatkan perkerabatetekomunikasi
dalam melakukan sosialisasi melalui internet damssjejaring sosial yang
saat ini menjadi gaya hidup masyarakat. Sehinggsyarakat dapat dengan
mudah mengikuti wacana dan topik yang dibahas BR&Kna disampaikan
melalui media yang diminati oleh masyarakat.

2. Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam mggapi persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan bidang perlindukgasumen sehingga
ketika terjadi sengketa konsumen diharapkan dapanparoleh keadilan
melalui lembaga atau badan atau institusi hukung ysmwenang. Disamping
BPSK juga mensosialisasikan mengenai tata caraefesaian sengketa
konsumen.

3. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsunamshdirevisi karena
masih terdapat kelemahan sebagai dasar hukum pekds tugas BPSK,
serta pengurangan peran dari BPSK yakni hanya aebdembaga yang

menyelesaikan sengketa konsumen dan menerima pengathsyarakat.
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